
Target Pagu Catatan Daerah 2026 2026 2026 2026

1. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

0 0

2. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

2.18 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENANAMAN 

MODAL

Pencapaian Target 

realisasi 

Penanaman Modal

0 0

3. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

2.18 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENANAMAN 

MODAL

Pencapaian Target 

realisasi 

Penanaman Modal

2.18.05 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL

0 0

4. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.18 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENANAMAN 

MODAL

Pencapaian Target 

realisasi 

Penanaman Modal

2.18.05 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL

2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian 

Permasalahan dan 

Hambatan yang 

dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 

merealisasikan 

Kegiatan 

Usahanya

Terlaksananya 

Penyelesaian 

Permasalahan dan  

Hambatan yang 

dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 

merealisasikan 

Kegiatan 

Usahanya

Jumlah 

Penyelesaian 

Permasalahan dan  

Hambatan yang  

dihadapi Pelaku 

Usaha dalam 

merealisasikan 

Kegiatan 

Usahanya

Kegiatan Usaha. 15 50000000

5. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.18 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENANAMAN 

MODAL

Pencapaian Target 

realisasi 

Penanaman Modal

2.18.05 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 

PENANAMAN 

MODAL

2.18.05.2.01.0006 Pengawasan 

Penanaman Modal

Terlaksananya 

Analisa dan 

Verifikasi Data,  

Profil dan 

Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku  

Inspeksi Lapangan 

terhadap Kegiatan  

serta Evaluasi 

Penilaian 

Kepatuhan 

Pelaksanaan 

Perizinan 

Berusaha Para 

Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Telah 

Dianalisa dan 

Diverifikasi Data,  

Profil dan 

Informasi Kegiatan 

Usaha dari Pelaku  

DIlakukan Inspeksi 

Lapangan ; serta 

DIlakukan 

Evaluasi Penilaian 

Kepatuhan 

Pelaksanaan 

Perizinan 

Berusaha

Kegiatan Usaha 350 100000000

6. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

0 0

7. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.02 PROGRAM 

PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN

0 0

8. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.02 PROGRAM 

PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN

3.30.02.2.06.0003 Pengawasan 

Distribusi, 

Pengemasan dan 

Pelabelan Bahan 

Berbahaya 

Terhadap 

Pengguna Akhir 

Bahan Berbahaya 

(PA-B2) maupun 

Produsen B2 (P-

B2)

Tersedianya 

Laporan 

Pengawasan 

Distribusi, 

Pengemasan dan 

Pelabelan Bahan 

Berbahaya 

Terhadap 

Distributor B2, 

Pengguna Akhir 

Bahan Berbahaya 

(PA-B2) maupun 

Produsen B2 (P-

B2)

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Distribusi, 

Pengemasan dan 

Pelabelan Bahan 

Berbahaya 

Terhadap 

Distributor B2, 

Pengguna Akhir 

Bahan Berbahaya 

(PA-B2) maupun 

Produsen B2 (P-

B2)

Laporan 5 32996100

50

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

2026

50

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan 

Bappenas
Kesepakatan Target Sub Kegiatan

Outcome
Indikator 

Outcome
Kode Program Program

Kode Sub 

Kegiatan

Nomenklatur 

Sub Kegiatan

Kinerja Sub 

Kegiatan

Indikator Sub 

Kegiatan

Nasional Daerah

Kegiatan 

Prioritas

Kementerian / 

Lembaga
Catatan KL

Catatan 

Bangda
Satuan Sub 

Kegiatan

2026

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM RKPD TAHUN 2026 ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL

Tahap Persiapan Persiapan Pra Rakortek Rakortek

No. Asta Cita (Misi)
Kode Bidang 

Urusan
Bidang Urusan

Nasional



9. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.02 PROGRAM 

PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 

PERUSAHAAN

3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Layanan 

Penerbitan SKA

Tersedianya 

Dokumen 

Penerbitan Surat 

Keterangan Asal

Jumlah Dokumen 

Penerbitan Surat 

Keterangan Asal

Dokumen 0 0

10. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.05 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR

0 0

11. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.05 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR

3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang 

Nasional

Terfasilitasinya 

Pelaku Usaha 

yang Berorientasi 

Ekspor pada 

Pameran Dagang 

Nasional

Jumlah Pelaku 

Usaha yang 

Difasilitasi dalam 

Pameran Dagang

Pelaku Usaha 0 0

12. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

3.30 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERDAGANGAN

Meningkatnya 

Perdagangan 

melalui Integrasi 

Rantai Pasar 

Domestik dan 

Global

3.30.05 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR

3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi 

Produk Ekspor 

Unggulan

Terfasilitasinya 

Pelaku Usaha 

yang Berorientasi 

Ekspor pada 

Pelaksanaan Misi 

Dagang

Jumlah Pelaku 

Usaha yang 

Difasilitasi dalam 

Misi Dagang 

Produk Ekspor 

Unggulan

Pelaku Usaha 0 0

13. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

0 0

14. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.02 PROGRAM 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

0 0

15. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.02 PROGRAM 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

3.31.02.2.01.0001 Penyusunan 

Rencana 

Pembangunan 

Industri 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya 

Rencana 

Pembangunan 

Industri

Jumlah Dokumen 

Rencana 

Pembangunan 

Industri

Dokumen 0 0

16. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.02 PROGRAM 

PERENCANAAN 

DAN 

PEMBANGUNAN 

INDUSTRI

3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Terselenggaranya 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

Dokumen 3 21617800

17. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 

INDUSTRI

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



18. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 

INDUSTRI

3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

terhadap Perizinan 

Berusaha sektor 

perindustrian yang 

menjadi 

kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

terhadap Perizinan 

Berusaha sektor 

perindustrian 

dengan skala 

usaha Industri 

Kecil dan Industri 

Menengah yang 

berlokasi di satu 

Kab./Kota 

sepanjang 

merupakan 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri dan 

selain bidang 

usaha tertentu 

yang menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat

-Jumlah dokumen 

hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan 

terhadap Perizinan 

Berusaha industri 

dengan skala 

usaha Industri 

Kecil dan Industri 

Menengah yang 

berlokasi di satu 

Kab./Kota 

sepanjang 

merupakan 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri dan 

selain bidang 

usaha tertentu 

yang menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat

Dokumen 0 0

19. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

3.31 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERINDUSTRIAN

Tercapainya 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan 

nonmigas

3.31.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 

INDUSTRI

3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi 

pemenuhan 

persyaratan/stand

ar kegiatan usaha 

sektor 

perindustrian 

dalam rangka 

penerbitan 

perizinan 

berusaha berbasis 

risiko melalui 

Sistem Informasi 

Industri Nasional 

(SIINas) yang 

terintegrasi 

dengan Sistem 

Online Single 

Submission Risk 

Base Approach 

(OSS RBA)

Terfasilitasinya 

verifikasi 

pemenuhan 

persyaratan/stand

ar kegiatan usaha 

sektor 

perindustrian 

dalam rangka 

penerbitan 

perizinan 

berusaha berbasis 

risiko untuk bidang 

usaha sektor 

perindustrian 

dengan tingkat 

risiko usaha 

Menengah-Tinggi 

dan Tinggi, melalui 

SIINas yang 

terintegrasi 

dengan Sistem 

OSS RBA, bagi 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

(PMDN) dengan 

skala usaha 

Industri Kecil dan 

Industri 

Menengah, selain 

bidang usaha 

tertentu yang 

menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat

Jumlah dokumen 

Laporan Verifikasi 

pemenuhan 

persyaratan/stand

ar kegiatan usaha 

sektor 

perindustrian 

dalam rangka 

penerbitan 

perizinan 

berusaha berbasis 

risiko untuk bidang 

usaha sektor 

perindustrian 

dengan tingkat 

risiko usaha 

Menengah-TInggi 

dan Tinggi, melalui 

SIINas yang 

terintegrasi 

dengan Sistem 

OSS RBA, bagi 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

(PMDN) dengan 

skala usaha 

Industri Kecil dan 

Industri 

Menengah, selain 

bidang usaha 

tertentu yang 

menjadi 

kewenangan 

pemerintah pusat

Dokumen 0 0

20. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

0 0

21. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

0 0

22. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR (SDA)

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



23. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR (SDA)

1.03.02.2.02.0008 Peningkatan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan

Meningkatnya 

Jaringan Irigasi 

Permukaan

Panjang Jaringan 

Irigasi Permukaan 

yang Ditingkatkan

KM 0 0 Peningkatan 

jaringan irigasi 

adalah 

peningkatan 

struktur jaringan 

irigasi, sebagai 

contoh: saluran 

tanah menjadi 

saluran pasangan 

batu/beton dengan 

satuan output 

berupa panjang 

(Km) dan satuan 

outcome berupa 

luasan layanan 

irigasi (Ha)

Agar disiapkan 

data titik Daerah 

Irigasi dan jaringan 

irigasi permukaan 

yang akan 

ditingkatkan

24. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA 

AIR (SDA)

1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi 

Permukaan

Terehabilitasinya 

Jaringan Irigasi 

Permukaan

Panjang Jaringan 

Irigasi Permukaan 

yang Direhabilitasi

KM 0 0 Rehabilitasi 

jaringan irigasi 

adalah 

pengembalian 

fungsi/perbaikan 

jaringan irigasi 

sebagaimana awal 

dengan satuan 

output berupa 

panjang (Km) dan 

satuan outcome 

berupa luasan 

layanan irigasi 

(Ha)

Agar disiapkan 

data titik Daerah 

Irigasi dan jaringan 

irigasi permukaan 

yang akan 

direhabilitasi

25. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM

0 0

26. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM

1.03.03.2.01.0028 Pembangunan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan

Terbangunnya 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan

Kapasitas Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan yang 

dibangun

Liter/Detik 10 6500000000 Pemerintah 

daerah 

Kabupaten/Kota 

diharapkan : 

- â• Meningkatkan 

layanan air minum 

jaringan perpipaan 

dalam rangka 

mendorong 

layanan akses air 

minum aman yang 

selaras dengan 

indikator rpjpn 

â€œAkses Rumah 

Tangga Perkotaan 

terhadap Air Siap 

Minum 

Perpipaanâ€• 

(39,20%) 

- â• Meningkatkan 

kapasitas 

kelembagaan di 

daerahnya agar 

pelayanan air 

minum aman 

dapat terus 

bertambah dan 

meningkat 

kualitasnya - 

â• Kualitas air 

minum aman perlu 

didukung juga 

dengan sanitasi 

yang aman -

- Agar daerah 

menyesuaikan 

indikator yang 

telah ditetapkan 

sesuai dengan 

indikator nasional 

- Agar melakukan 

pemutakhiran 

database 

penyelenggaraan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum di tingkat 

Kabupaten/Kota

Agar disiapkan 

informasi target 

output kapasitas 

SPAM (liter/detik) 

dan jumlah 

Sambungan 

Rumah (SR) yang 

akan dibangun, 

lokasi kegiatan, 

dan alokasi 

kegiatan. 

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



27. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Meningkatnya 

ketahanan air 

untuk mendukung 

pencapaian 

swasembada 

pangan, energi, 

dan air

1.03.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM 

PENYEDIAAN AIR 

MINUM

1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan yang 

mendapatkan 

Perluasan

Jumlah 

Sambungan 

Rumah yang 

terlayani oleh 

perluasan Sistem 

Penyediaan Air 

Minum (SPAM) 

Jaringan 

Perpipaan

SR 100 10865000000 Pemerintah 

daerah 

Kabupaten/Kota 

diharapkan : 

- â• Meningkatkan 

layanan air minum 

jaringan perpipaan 

dalam rangka 

mendorong 

layanan akses air 

minum aman yang 

selaras dengan 

indikator rpjpn 

â€œAkses Rumah 

Tangga Perkotaan 

terhadap Air Siap 

Minum 

Perpipaanâ€• 

(39,20%) 

- â• Meningkatkan 

kapasitas 

kelembagaan di 

daerahnya agar 

pelayanan air 

minum aman 

dapat terus 

bertambah dan 

meningkat 

kualitasnya - 

â• Kualitas air 

minum aman perlu 

didukung juga 

dengan sanitasi 

yang aman -

- Agar daerah 

menyesuaikan 

indikator yang 

telah ditetapkan 

sesuai dengan 

indikator nasional 

- Agar melakukan 

pemutakhiran 

database 

penyelenggaraan 

Sistem 

Penyediaan Air 

Minum di tingkat 

Kabupaten/Kota

Agar disiapkan 

informasi target 

output jumlah 

Sambungan 

Rumah (SR) yang 

akan dibangun, 

lokasi kegiatan, 

dan alokasi 

kegiatan. 

28. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Terlaksananya 

pembangunan 

daerah sesuai 

dengan rencana 

tata ruang

0 0

29. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Terlaksananya 

pembangunan 

daerah sesuai 

dengan rencana 

tata ruang

1.03.12 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN PENATAAN 

RUANG

0 0

30. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Terlaksananya 

pembangunan 

daerah sesuai 

dengan rencana 

tata ruang

1.03.12 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN PENATAAN 

RUANG

1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Perkada RDTR 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perkada 

RDTR 

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0

31. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

1.03 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEKERJAAN 

UMUM  DAN 

PENATAAN 

RUANG 

Terlaksananya 

pembangunan 

daerah sesuai 

dengan rencana 

tata ruang

1.03.12 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN PENATAAN 

RUANG

1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Perda 

RTRW 

Kabupaten/Kota

Jumlah Perda 

RTRW 

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0 Berkenaan dengan 

pengendalian 

penataan ruang 

mohon untuk 

dapat 

menggunakan sub 

kegiatan 

1.03.12.2.04.0003; 

1.03.12.2.04.0008; 

1.03.12.2.04.0010; 

1.03.12.2.04.0012 

dan 

1.03.12.2.04.0015 

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



32. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

0 0

33. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

0 0

34. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN LALU 

LINTAS DAN 

ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ)

0 0

35. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN LALU 

LINTAS DAN 

ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ)

2.15.02.2.02.0002 Penyediaan 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota 

yang Tersedia

Unit 0 0

36. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN LALU 

LINTAS DAN 

ANGKUTAN 

JALAN (LLAJ)

2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Terminal Tipe C 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

Terlaksananya 

Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Terminal Tipe C 

(Fasilitas Utama 

dan Penunjang)

Jumlah Terminal 

Tipe C (Fasilitas 

Utama dan 

Penunjang) yang 

terehabilitasi dan 

terpelihara

Unit 1 10000000

37. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PELAYARAN

0 0

38. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PELAYARAN

2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian 

dan Pemeliharaan 

Pelabuhan Sungai 

dan Danau

Teroperasinya dan 

Terpeliharanya 

Pelabuhan Sungai 

dan Danau

Jumlah Pelabuhan 

Sungai dan Danau 

yang Beroperasi 

dan Terpelihara

Unit 0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



39. Melanjutkan 

hilirisasi dan 

mengembangkan 

industri berbasis 

sumber daya alam 

untuk 

meningkatkan nilai 

tambah di dalam 

negeri.

2.15 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERHUBUNGAN

Terwujudnya 

Peningkatan 

Konektivitas Antar 

Wilayah dan 

Penurunan Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas dan 

Angkutan Jalan di 

Jalan 

Kabupaten/Kota

2.15.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PELAYARAN

2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan 

fasilitas Pelayanan 

Angkutan 

Pelabuhan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan

Terpenuhinya 

Fasilitas 

Pelayanan 

Angkutan 

Pelabuhan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan

Jumlah Fasilitas 

Pelayanan 

Angkutan 

Pelabuhan Sungai, 

Danau dan 

Penyeberangan 

yang Tersedia

Unit 0 0

40. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

0 0

41. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

0 0

42. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT

0 0

43. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT

2.09.03.2.01.0007 Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan Keluarga

Terlaksananya 

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan Keluarga

Jumlah Keluarga 

yang Mengikuti 

Peningkatan 

Ketahanan 

Pangan Keluarga

Keluarga 0 0 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

kegiatan 

peningkatan 

ketahanan pangan 

keluarga dapat 

meningkatkan 

kualitas konsumsi 

pangan 

masyarakat dan 

berkontribusi 

terhadap 

peningkatan skor 

PPH.

44. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DIVERSIFIKASI 

DAN KETAHANAN 

PANGAN 

MASYARAKAT

2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi 

Pasokan dan 

Harga Pangan 

Tingkat Produsen 

dan Konsumen di 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Stabilisasi 

Pasokan dan 

Harga Pangan 

Tingkat Produsen 

dan Konsumen di 

Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan 

Stabilisasi 

Pasokan dan 

Harga Pangan 

Tingkat Produsen 

dan Konsumen di 

Kabupaten/Kota

laporan 0 0 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota)  

agar memastikan 

kegiatan stabilisasi 

pasokan dan 

harga pangan 

dapat mengurangi 

risiko gejolak 

harga pangan 

yang dapat 

mengakibatkan 

inflasi harga 

pangan. 

45. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.04 PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



46. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.04 PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN

2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan 

Pengadaan, 

Pengelolaan, dan 

Penyaluran 

Cadangan Pangan 

pada Kerawanan 

Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pengadaan, 

Pengelolaan, dan 

Penyaluran 

Cadangan Pangan 

pada Kerawanan 

Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Pengadaan, 

Pengelolaan, dan 

Penyaluran 

Cadangan Pangan 

pada Kerawanan 

Pangan yang 

Mencakup dalam 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Dokumen 3 50000000 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

terlaksananya 

penyelenggaraan 

cadangan pangan 

dengan 

melaksanakan 

pengadaan, 

pengelolaan, dan 

penyaluran 

cadangan pangan 

sesuai perhitungan 

jumlah CBPD 

berdasarkan 

Perbadan Pangan 

Nasional No 15 

Tahun 2023.

47. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.09 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG PANGAN

Meningkatnya 

ketahanan pangan

2.09.04 PROGRAM 

PENANGANAN 

KERAWANAN 

PANGAN

2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penanganan 

Kerawanan 

Pangan dan Gizi 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

penanganan 

kerawanan 

pangan dan gizi 

kabupaten/kota

Jumlah koordinasi 

dan sinkronisasi 

penanganan 

kerawanan 

pangan dan gizi  

kabupaten/kota

Laporan 0 0 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

kegiatan 

koordinasi berjalan 

dengan baik untuk 

mempertahankan 

daerah tahan 

pangan (prioritas 

4,5, dan 6) dan 

menanggulangi 

daerah rentan 

rawan pangan 

(prioritas 1,2, dan 

3). Diharapkan 

terjadinya 

pengurangan 

daerah rentan 

rawan pangan tiap 

tahun.

48. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

0 0

49. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



50. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP

3.25.03.2.02.0001 Pengembangan 

Kapasitas Nelayan 

Kecil

Meningkatnya 

Kapasitas Nelayan 

Kecil

Jumlah Nelayan 

Kecil yang 

Meningkat 

Kapasitasnya

Orang 15 200000000 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru, dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat pesisir 

khususnya 

Nelayan kecil 

maka sub kegiatan 

ini diharapkan 

menjadi prioritas di 

daerah.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

mendukung Asta 

Cita 2 Terkait 

ekonomi biru.

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian 

volume target 

produksi perikanan 

tangkap 6,47 juta 

Ton pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

51. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP

3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan 

Fasilitasi 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Nelayan Kecil

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Nelayan Kecil

Jumlah Kelompok 

Nelayan Kecil 

yang Difasilitasi 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

Kelembagaannya

Kelompok 2 199000000 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru, dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat pesisir 

khususnya 

Nelayan kecil 

maka sub kegiatan 

ini diharapkan 

menjadi prioritas di 

daerah.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

mendukung Asta 

Cita 2 Terkait 

ekonomi biru.

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian 

volume target 

produksi perikanan 

tangkap 6,47 juta 

Ton pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



52. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERIKANAN 

TANGKAP

3.25.03.2.02.0004 Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pemberdayaan 

Usaha Nelayan 

Skala Kecil

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana 

Pemberdayaan 

Usaha Nelayan 

Skala Kecil

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pemberdayaan 

Usaha Nelayan 

Skala Kecil

Unit 0 0 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru, dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat pesisir 

khususnya 

Nelayan kecil 

maka sub kegiatan 

ini diharapkan 

menjadi prioritas di 

daerah.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

mendukung Asta 

Cita 2 Terkait 

ekonomi biru.

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian 

volume target 

produksi perikanan 

tangkap 6,47 juta 

Ton pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

53. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.05 PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :



54. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.05 PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

3.25.05.2.01.0004 Pengawasan 

usaha 

pembudidayaan 

ikan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Terawasinya 

usaha 

pembudidayaan 

ikan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Jumlah  pelaku 

usaha 

pembudidayaan 

ikan yang 

diperiksa 

kepatuhannya 

sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Pelaku Usaha 1 64280000 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru 

terutama 

keberlangsungan 

swasembada 

pangan di Daerah, 

maka Sub 

Kegiatan 

Pengawasan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan pada 

Provinsi maupun 

Pengawasan 

sumber daya 

perikanan pada 

Kabupaten/Kota 

menjadi penting 

dan perlu menjadi 

prioritas dalam 

dokumen 

perencanaan dan 

pembangunan 

daerah tahun 

2026.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian target 

Indeks Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 83 

Indeks pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

55. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.05 PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

3.25.05.2.01.0006 Pengawasan 

usaha pemasaran 

hasil perikanan 

dan/atau usaha 

pengolahan hasil 

perikanan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Usaha pemasaran 

hasil perikanan 

dan/atau usaha 

pengolahan hasil 

perikanan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota 

yang diawasi

Jumlah pelaku 

usaha pemasaran 

hasil perikanan 

dan/atau usaha 

pengolahan hasil 

perikanan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Pelaku Usaha 0 0 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru 

terutama 

keberlangsungan 

swasembada 

pangan di Daerah, 

maka Sub 

Kegiatan 

Pengawasan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan pada 

Provinsi maupun 

Pengawasan 

sumber daya 

perikanan pada 

Kabupaten/Kota 

menjadi penting 

dan perlu menjadi 

prioritas dalam 

dokumen 

perencanaan dan 

pembangunan 

daerah tahun 

2026.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian target 

Indeks Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 83 

Indeks pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



56. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.05 PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

3.25.05.2.01.0007 Pengawasan 

usaha 

penangkapan ikan 

dan/atau usaha 

pengangkutan 

ikan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Usaha 

Penangkapan Ikan 

dan/atau Usaha 

Pengangkutan 

Ikan di Wilayah 

Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, 

dan Genangan Air 

Lainnya yang 

Dapat Diusahakan 

dalam 

Kabupaten/Kota 

Yang Diawasi

Jumlah pelaku 

usaha 

penangkapan ikan 

dan/atau usaha 

pengangkutan 

ikan sesuai 

kewenangan 

kabupaten/kota

Pelaku Usaha 1 49000000 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru 

terutama 

keberlangsungan 

swasembada 

pangan di Daerah, 

maka Sub 

Kegiatan 

Pengawasan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan pada 

Provinsi maupun 

Pengawasan 

sumber daya 

perikanan pada 

Kabupaten/Kota 

menjadi penting 

dan perlu menjadi 

prioritas dalam 

dokumen 

perencanaan dan 

pembangunan 

daerah tahun 

2026.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian target 

Indeks Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 83 

Indeks pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

57. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.25 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN

Terwujudnya Tata 

Kelola Kelautan 

dan Perikanan 

yang 

Berkelanjutan

3.25.05 PROGRAM 

PENGAWASAN 

SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

3.25.05.2.01.0012 Pengawasan 

Ekstraksi Garam

Pelaku usaha 

pemanfaatan 

ekstraksi garam  

yang memiliki izin 

kabupaten/kota, 

yang diperiksa 

kepatuhannya

Jumlah Pelaku 

usaha 

pemanfaatan 

ekstraksi garam 

yang memiliki izin 

kabupaten/kota, 

yang diperiksa 

kepatuhannya

Pelaku Usaha 0 0 Untuk mendukung 

Asta Cita 2 terkait 

ekonomi biru 

terutama 

keberlangsungan 

swasembada 

pangan di Daerah, 

maka Sub 

Kegiatan 

Pengawasan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan pada 

Provinsi maupun 

Pengawasan 

sumber daya 

perikanan pada 

Kabupaten/Kota 

menjadi penting 

dan perlu menjadi 

prioritas dalam 

dokumen 

perencanaan dan 

pembangunan 

daerah tahun 

2026.

Untuk 

mengantisipasi 

adanya arahan 

Presiden untuk 

dilaksanakannya 

efisiensi kembali di 

tahun 2026, maka 

sub kegiatan yang 

diprioritaskan 

adalah sub 

kegiatan yang 

merupakan 

layanan langsung 

kepada 

masyarakat. 

Sedangkan 

Program/Sub 

Kegiatan yang 

merupakan 

aktivitas lebih 

difokuskan untuk 

Dalam rangka 

mendukung 

pencapaian target 

Indeks Kepatuhan 

Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 83 

Indeks pada tahun 

2026. Diperlukan 

dukungan Pemda 

dalam pencapaian 

target tersebut

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



58. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

0 0

59. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.02 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN

0 0

60. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.02 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN

3.27.02.2.01.0001 Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana 

Pendukung 

Pertanian Sesuai 

dengan 

Komoditas, 

Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

Terawasinya 

Penggunaan 

Sarana 

Pendukung 

Pertanian Sesuai 

dengan 

Komoditas, 

Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

Jumlah 

Pengawasan 

Penggunaan 

Sarana 

Pendukung 

Pertanian Sesuai 

dengan 

Komoditas, 

Teknologi dan 

Spesifik Lokasi

Laporan 21 24999000 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar dapat 

memastikan 

subkegiatan yang 

berfokus pada 

ketersediaan input 

meliputi pupuk, 

pestisida, alat dan 

mesin pertanian, 

serta dapat 

berdampak 

terhadap 

peningkatan 

produksi 

komoditas 

pertanian secara 

berkelanjutan.

61. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.02 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

SARANA 

PERTANIAN

3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan 

Benih Bersertifikat 

Tanaman Pangan 

Berbentuk 

Biji/Benih

Tersedianya benih 

bersertifikat 

Tanaman Pangan 

Berbentuk 

biji/benih

Jumlah benih 

bersertifikat 

tanaman pangan 

berbentuk 

biji/benih yang 

diperbanyak

Ton 0 0 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

pengawasan dan 

peredaran sarana 

pertanian berada 

di bawah 

koordinasi dan 

sinkronisasi 

Pemda. Hal 

tersebut 

diharapkan dapat 

meningkatkan 

efisiensi dan 

efektivitas 

peredaran sarana 

dan prasarana 

pertanian 

mendukung 

peningkatan 

produksi 

komoditas 

pertanian,

62. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.03 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



63. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.03 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN

3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Prasarana 

Pendukung 

Pertanian Lainnya

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Prasarana 

Pendukung 

Pertanian Lainnya

Jumlah Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Prasarana 

Pendukung 

Pertanian Lainnya

Laporan 5 20000000 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

pelaksanaan 

produksi 

komoditas 

pertanian sejalan 

dengan rencana 

pengembangan 

prasarana, 

kawasan serta 

komoditas 

pertanian yang 

telah ditetapkan 

oleh Pemda 

Kab/Kota.

64. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

3.27 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANIAN

Meningkatnya 

Produksi Pertanian

3.27.03 PROGRAM 

PENYEDIAAN 

DAN 

PENGEMBANGAN 

PRASARANA 

PERTANIAN

3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Kawasan 

Pertanian

Terkendali dan 

termanfaatkannya 

kawasan pertanian

Luas kawasan 

pertanian  yang 

termanfaatkan

Ha 3400 1200000000 Pemerintah 

Daerah (Kab/Kota) 

agar memastikan 

koordinasi, 

sinkronisasi, dan 

penataan 

prasarana 

pendukung 

pertanian lainnya 

seperti asuransi, 

pengolahan, dan 

pemasaran dapat 

terlaksana untuk 

mendukung 

peningkatan 

produksi dan 

produktivitas 

komoditas 

pertanian.

65. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

0 0

66. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.21 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERSANDIAN

Menguatnya 

keamanan siber 

dan sandi 

lingkungan 

Pemerintah 

Daerah

0 0

67. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.21 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERSANDIAN

Menguatnya 

keamanan siber 

dan sandi 

lingkungan 

Pemerintah 

Daerah

2.21.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

PERSANDIAN 

UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



68. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.21 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERSANDIAN

Menguatnya 

keamanan siber 

dan sandi 

lingkungan 

Pemerintah 

Daerah

2.21.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

PERSANDIAN 

UNTUK 

PENGAMANAN 

INFORMASI

2.21.02.2.01.0007 Penyediaan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

Pemerintah 

Daerah

Tersedianya 

Layanan 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

Pemerintah 

Daerah

Jumlah Perangkat 

Daerah yang Telah 

Menggunakan 

Layanan 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian

Perangkat Daerah 0 30000000 Dalam 

penyusunan RKPD 

(Bab 2) pada 

urusan persandian 

Pemerintah 

Daerah dapat 

mencantumkan 

laporan pemetaan 

dan 

pemeringkatan 

kesiapan 

keamanan 

informasi 

Pemerintah 

Daerah dengan 

Indikator yang 

digunakan untuk 

mengukur kinerja 

bidang persandian 

adalah Indeks 

Keamanan 

Informasi (KAMI).

70. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

0 0

71. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

0 0

72. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

0 0

73. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan 

pemantauan 

kualitas 

Lingkungan Hidup 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut

Data dan informasi 

Kualitas 

Lingkungan Hidup 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut  yang 

dipantau

Data dan informasi 

indeks kualitas 

lingkungan hidup 

(Iindeks Kualitas 

Air, Indeks 

Kualitas Udara, 

Indeks Kualitas 

Lahan, Indeks 

Kualitas Ekosistem 

Gambut dan 

Indeks Kualitas Air 

Laut)

Lokasi 1 40000000 Subkegiatan 

penting untuk 

mendukung 

peningkatan 

kualitas 

lingkungan hidup 

di daerah 

sekaligus untuk 

mendukung 

kegiatan prioritas 

peningkatan 

pengelolaan 

kualitas air sungai 

dan danau

74. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP

2.11.03.2.01.0012 Pengambilan 

contoh uji dan 

pengujian 

parameter kualitas 

lingkungan

Pengambilan 

contoh uji dan 

pengujian 

parameter kualitas 

lingkungan yang 

dilaksanakan

Jumlah 

pengambilan 

contoh uji dan 

pengujian 

parameter kualitas 

lingkungan yang 

dilaksanakan

Paket 1 40000000 Subkegiatan 

penting untuk 

mendukung 

peningkatan 

kualitas 

lingkungan hidup 

di daerah 

sekaligus untuk 

mendukung 

kegiatan prioritas 

peningkatan 

pengelolaan 

kualitas air sungai 

dan danau

Catatan Hasil Pembahasan :

<p>Pemerintah 

Daerah dapat 

mencantumkan 

kebijakan Tata Catatan Hasil Pembahasan :

0 0PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN 

PERSANDIAN 

2.21.02.2.01.0008 Penetapan 

Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan 

Informasi dan 

Ditetapkannya 

Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan 

Informasi dan 

Jumlah Kebijakan 

Tata Kelola 

Keamanan 

Informasi dan 

Dokumen

Catatan Hasil Pembahasan :

69. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

2.21 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERSANDIAN

Menguatnya 

keamanan siber 

dan sandi 

lingkungan 

2.21.02



75. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

0 0

76. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01.0012 Penanganan 

sampah melalui 

pengangkutan

Sampah yang 

tertangani melalui 

proses 

pengangkutan

Jumlah sampah 

yang tertangani 

melalui proses 

pengangkutan

Ton 0 3336316411 Pengangkutan 

menjadi salah satu 

proses yang 

penting dalam 

pengelolaan 

sampah sehingga 

subkegiatan ini 

penting untuk 

digunakan oleh 

daerah.

77. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01.0016 Penanganan 

sampah melalui 

pengumpulan 

sampah

Luas pelayanan 

pengumpulan 

sampah

Persentase luas 

layanan 

pengumpulan 

sampah

Persentase 0 0 Subkegiatan perlu 

digunakan oleh 

daerah untuk 

mendukung 

kegiatan prioritas 

peningkatan 

pengumpulan dan 

pengolahan 

sampah serta 

pemrosesan residu 

di TPA/LUR

78. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01.0017 Penanganan 

sampah melalui 

pemilahan dan 

pengolahan 

sampah di 

instalasi 

pengolahan 

sampah TPS3R, 

PDU, TPST, TPS, 

SPA, 

PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat 

pengomposan, 

biodigester, Bank 

Sampah dan 

fasilitas lainnya 

sesuai dengan 

peraturan 

perundangan

Sampah yang 

tertangani melalui 

proses pemilahan 

dan pengolahan 

sampah di 

instalasi 

pengolahan 

sampah TPS3R, 

PDU, TPST, SPA, 

PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat 

pengomposan,  

biodigester, Bank 

Sampah dan 

fasilitas lainnya 

sesuai dengan 

peraturan 

perundangan

Jumlah sampah 

yang tertangani 

melalui proses 

pemilahan dan 

pengolahan 

sampah di 

instalasi 

pengolahan 

sampah TPS3R, 

PDU, TPST, SPA, 

PSEL/PLTSa, 

RDF, pusat 

pengomposan, 

biodigester, Bank 

sampah dan 

fasilitas lainnya 

sesuai dengan 

peraturan 

perundangan

Ton 0 200000000 Subkegiatan perlu 

digunakan oleh 

daerah untuk 

mendukung 

kegiatan prioritas 

perubahan 

perilaku dan 

penguatan tata 

kelola 

persampahan

79. Memantapkan 

sistem pertahanan 

keamanan negara 

dan mendorong 

kemandirian 

bangsa melalui 

swasembada 

pangan, energi, 

air, ekonomi 

kreatif, ekonomi 

hijau, dan ekonomi 

biru

2.11 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP

Lingkungan Hidup 

Berkualitas

2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01.0020 Penanganan 

sampah melalui 

pemrosesan  akhir 

sampah di 

TPA/TPST 

kabupaten/kota 

atau TPA/TPST 

Regional

Sampah yang 

tertangani melalui 

pemrosesan akhir 

sampah di 

TPA/TPST 

kabupaten/kota 

atau TPA/TPST 

Regional

jumlah sampah 

yang tertangani 

melalui 

pemrosesan akhir 

sampah di 

TPA/TPSTkabupat

en/kota atau 

TPA/TPST 

Regional

Ton 0 500000000 Subkegiatan perlu 

digunakan oleh 

daerah untuk 

mendukung 

kegiatan prioritas 

peningkatan 

pengumpulan dan 

pengolahan 

sampah serta 

pemrosesan residu 

di TPA/LUR

80. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



81. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

0 0

82. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

1.04.04 PROGRAM 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

KUMUH

0 0

83. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

1.04.04 PROGRAM 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

KUMUH

1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh 

dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

Kumuh di Luar 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Terlaksananya 

Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh 

dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

Kumuh di Luar 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

Jumlah Rumah 

Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 

Terhadap Tumbuh 

dan 

Berkembangnya 

Permukiman 

Kumuh di Luar 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha yang 

Diperbaiki

Unit Rumah 45 1000000000 Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni 

sehingga 

memenuhi 4 

Kriteria Rumah 

Layak Huni dalam 

rangka 

pencegahan 

kumuh daerah.

85. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

1.04.05 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU)

0 0

86. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

1.04.05 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

UTILITAS UMUM 

(PSU)

1.04.05.2.01.0011 Perbaikan 

Prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas Umum di 

Perumahan

Terlaksananya 

Perbaikan 

Prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas Umum 

Perumahan

Jumlah Lokasi 

PSU Perumahan 

yang Dilaksanakan 

Perbaikan

Lokasi 0 0 Kegiatan survey 

dan pemeriksaan 

kondisi eksisting, 

pematangan 

lahan, 

perencanaan dan 

DED, pengadaan 

barang/jasa, 

pelaksanaan 

konstruksi 

perbaikan PSU 

perumahan, serah 

terima. Aktivitas 

perbaikan kualitas 

PSU sudah tidak 

layak untuk 

menunjang 

kualitas rumah 

layak huni. 

Perumahan adalah 

kawasan dengan 

jumlah rumah 

sekurang-

kurangnya 15 

(lima belas) 

sampai dengan 

1.000 (seribu) 

rumah.

Kegiatan survey 

dan pemeriksaan 

kondisi eksisting, 

pematangan Catatan Hasil Pembahasan :

Jumlah Lokasi 

Perumahan yang 

Disediakan 

Prasarana, 

Lokasi 10 32078000001.04.05 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

1.04.05.2.01.0012 Penyediaan 

Prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas Umum di 

Tersedianya 

Prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas Umum di 

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

87. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

Pembangunan 

Rumah Layak 

Huni di luar 

kawasan kumuh, 

Pembangunan 

Rumah Baru 

Layak Huni dalam 

Rangka 

Terbangunnya 

Rumah Baru 

Layak Huni dalam 

Rangka 

Jumlah Rumah 

Baru Layak Huni 

yang Dibangun 

dalam Rangka 

Unit 0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

84. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

1.04 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERUMAHAN 

Terpenuhinya 

rumah layak, 

terjangkau, dan 

berkelanjutan

1.04.04 PROGRAM 

PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

1.04.04.2.01.0004



88. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

0 0

89. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

3.32.03 PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

0 0

90. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

3.32.03 PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan 

Program 

Transmigrasi 

Kepada Calon 

Transmigran 

Penduduk Asal

Terlaksananya 

Penyuluhan 

Program 

Transmigrasi 

kepada Calon 

Transmigran 

Penduduk Asal

Jumlah Calon 

Transmigran 

Penduduk Asal 

yang 

Mendapatkan 

Penyuluhan

Orang 0 0 Mohon diisi target 

dan anggaran 

masing - masing 

sub kegiatan, 

diidentifikasi 

mendukung RO 

yang mana

91. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

3.32.03 PROGRAM 

PEMBANGUNAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan 

Evaluasi ke Lokasi 

Transmigrasi

Terlaksananya 

Kegiatan 

Monitoring dan 

Evaluasi ke Lokasi 

Transmigrasi

Jumlah Lokasi 

Transmigrasi yang 

Dilaksanakan 

Monitoring dan 

Evaluasi

Lokasi 0 0 Mohon diisi target 

dan anggaran 

masing - masing 

sub kegiatan, 

diidentifikasi 

mendukung RO 

yang mana

92. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

3.32.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

0 0

93. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

3.32 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

TRANSMIGRASI

Mewujudkan 

transformasi 

kawasan 

transmigrasi 

menjadi pusat 

pertumbuhan lokal 

Transmigrasi

3.32.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAWASAN 

TRANSMIGRASI

3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM 

dalam rangka 

Kemandirian 

Satuan 

Pemukiman

Terwujudnya 

Penguatan SDM 

dalam rangka 

Kemandirian 

Satuan 

Pemukiman

Jumlah Kepala 

Keluarga 

Transmigran yang 

Dibina

Kepala Keluarga 25 1000000 Mohon diisi target 

dan anggaran 

masing - masing 

sub kegiatan, 

diidentifikasi 

mendukung RO 

yang mana

94. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

0 0

95. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

0 0

96. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.02 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL

0 0

97. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.02 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL

1.06.02.2.03.0004 Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial 

Kelembagaan 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

Kapasitas 

Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial yang 

Meningkat 

Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Lembaga 0 500000000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



98. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.02 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL

1.06.02.2.03.0014 Peningkatan 

Kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial 

Perseorangan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya 

Kapasitas Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial 

Perseorangan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh 

Sosial, Penyuluh 

Sosial Masyarakat, 

Pekerja Sosial, 

Pekerja Sosial 

Masyarakat 

dan/atau Tenaga 

Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

yang Meningkat 

Kapasitasnya

Orang 0 0

99. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.05 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL

0 0

100. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.05 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL

1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi 

Masyarakat

Terpenuhinya 

Orang yang 

Mendapatkan 

Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang 

Mendapatkan 

Bantuan 

Pengembangan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 0 0

101. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

1.06 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG SOSIAL

Penurunan 

Kemiskinan 

Melalui Graduasi

1.06.05 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN 

SOSIAL

1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan 

Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga

Terpenuhinya 

Penerima Manfaat 

(PM) yang 

Mendapatkan 

Bantuan Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima 

Manfaat (PM) 

yang 

Mendapatkan 

Bantuan Sosial 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 0 1500000000

102. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

0 0

103. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

2.07.03 PROGRAM 

PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA

0 0

104. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

2.07.03 PROGRAM 

PELATIHAN 

KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS 

TENAGA KERJA

2.07.03.2.01.0001 Proses 

Pelaksanaan 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Keterampilan bagi 

Pencari Kerja 

berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi

Terlaksananya 

Proses Pendidikan 

dan Pelatihan 

Keterampilan bagi 

Pencari Kerja 

berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi

Jumlah Tenaga 

Kerja yang 

Mendapat 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi pada 

Tahun n

Orang 100 169471500

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



105. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

2.07.05 PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

0 0

106. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

2.07.05 PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

2.07.05.2.01.0001 Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan bagi 

Perusahaan

Terlaksananya 

Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan yang 

Terkait dengan 

Hubungan 

Industrial dan 

Terdaftar di WLKP 

Online

Jumlah 

Perusahaan yang 

Melaksanakan 

Pengesahan 

Peraturan 

Perusahaan yang 

Terkait dengan 

Hubungan 

Industrial dan 

Terdaftar di WLKP 

Online

Perusahaan 10 10555000

107. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.07 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA 

KERJA

Meningkatnya 

kinerja 

pembangunan 

ketenagakerjaan 

dalam rangka 

produktivitas 

tenaga kerja, 

kesempatan kerja 

dan perlindungan 

pekerja

2.07.05 PROGRAM 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

2.07.05.2.02.0005 Pengembangan 

Pelaksanaan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dan 

Fasilitas 

Kesejahteraan 

Pekerja

Terlaksananya 

Pengembangan 

Pelaksanaan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dan 

Fasilitas 

Kesejahteraan 

Pekerja

Terlaksananya 

Program Jaminan 

Sosial Tenaga 

Kerja dan Fasilitas 

Kesejahteraan 

Pekerja

Orang 7089 1338778400

108. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

0 0

109. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.13 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN DESA

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa dan 

Kelembagaan 

Desa yang 

Berdaya Saing 

untuk 

Kesejahteraan 

Masyarakat Desa

0 0

110. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.13 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN DESA

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa dan 

Kelembagaan 

Desa yang 

Berdaya Saing 

untuk 

Kesejahteraan 

Masyarakat Desa

2.13.02 PROGRAM 

PENATAAN DESA

0 0

112. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

pemberantasan 

kemiskinan.

2.13 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN DESA

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa dan 

Kelembagaan 

Desa yang 

Berdaya Saing 

untuk 

Kesejahteraan 

Masyarakat Desa

2.13.04 PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

0 0

â€¢	Catatan Umum

 Rancangan akhir 

RPJMN 2025-

2029 bidang 

perdesaan masuk 

Catatan Hasil Pembahasan :

Jumlah Dokumen 

Hasil Pembinaan 

dan 

Pemberdayaan 

BUM Desa dan 

Dokumen 86 523160002.13.04 PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

BUM Desa dan 

Lembaga Kerja 

Sama antar Desa

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

BUM Desa dan 

Lembaga Kerja 

Catatan Hasil Pembahasan :

113. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

2.13 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa dan 

Kelembagaan 

86 1205470944 â€¢	Catatan Umum

 Rancangan akhir 

RPJMN 2025-

2029 bidang 

perdesaan masuk 

ke dalam Asta Cita 

ke-6 (PN-6) 

PROGRAM 

PENATAAN DESA

2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Desa

Terfasilitasinya 

Sarana dan 

Prasarana Desa

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Desa yang 

terfasilitasi

Unit111. Membangun dari 

desa dan dari 

bawah untuk 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pemerataan 

ekonomi dan 

2.13 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

DAN DESA

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Desa dan 

Kelembagaan 

Desa yang 

Berdaya Saing 

2.13.02

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



114. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

0 0

115. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.20 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

STATISTIK

Tercapainya 

kolaborasi, 

integrasi, dan 

standardisasi 

dalam 

penyelenggaraan 

Sistem Statistik 

Nasional (SSN)

0 0

116. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.20 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

STATISTIK

Tercapainya 

kolaborasi, 

integrasi, dan 

standardisasi 

dalam 

penyelenggaraan 

Sistem Statistik 

Nasional (SSN)

2.20.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN STATISTIK 

SEKTORAL

0 0

119. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

0 0

120. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

0 0

121. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

0 0

Peningkatan 

kualitas data 

statistik sektoral 

agar dapat 

<p>Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantumkan 

Tahapan terakhir 

dari penyediaan 

data adalah 

pemanfaatan. Catatan Hasil Pembahasan :

% 0 800000002.20.02 PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN STATISTIK 

SEKTORAL

2.20.02.2.01.0019 Peningkatan 

Kualitas Statistik 

Sektoral

Meningkatnya 

Kualitas Statistik 

Sektoral

Persentase 

kegiatan statistik 

sektoral yang 

hasilnya dapat 

<p>Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantumkan pada 

Sesuai dengan 

Perpres 39 Tahun 

2019 tentang Satu 

Data Indonesia, Catatan Hasil Pembahasan :

118. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

2.20 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

STATISTIK

Tercapainya 

kolaborasi, 

integrasi, dan 

standardisasi 

0 0 Dalam pemenuhan 

prinsip Satu Data 

Indonesia agar 

dapat memenuhi 

PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN STATISTIK 

SEKTORAL

2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan 

Prinsip Satu Data 

Indonesia

Tersedianya 

Statistik Sektoral 

yang memenuhi 

Prinsip Satu Data 

Persentase 

kegiatan statistik 

sektoral yang telah 

memenuhi standar 

%117. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

2.20 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

STATISTIK

Tercapainya 

kolaborasi, 

integrasi, dan 

standardisasi 

2.20.02



122. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

2.16.02.2.01.0016 Dukungan 

Administratif, 

Keuangan, dan 

Tata Kelola Komisi 

Informasi di 

Daerah dalam 

Rangka 

Penyelesaian 

Sengketa 

Informasi Publik

Terlaksananya 

Dukungan 

Administratif, 

Keuangan, dan 

Tata Kelola Komisi 

Informasi di 

Daerah dalam 

Rangka 

Penyelesaian 

Sengketa 

Informasi Publik

Jumlah laporan 

Dukungan 

Administratif, 

Keuangan, dan 

Tata Kelola Komisi 

Informasi di 

Daerah yang 

akuntabel serta 

disampaikan 

kepada 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika

Laporan 0 0 1. Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantum informasi 

terkait jumlah 

penyediaan 

dukungan 

administratif 

pelayanan 

pengaduan dan 

penyelesaian 

sengketa Informasi 

Publik sebagai 

bentuk pelayanan 

informasi publik 

sebagai bentuk 

pelayanan Pemda 

(Bab 2)

2. Dukungan 

administratif, 

keuangan, dan 

tata kelola komisi 

informasi meliputi 

fungsi:

    a. penyiapan 

bahan 

penyusunan 

perencanaan dan 

program;

    b. penyediaan 

dukungan 

administratif 

pelayanan 

pengaduan dan 

penyelesaian 

sengketa Informasi 

Publik;

    c. pelaksanaan 

tugas 

ketatausahaan, 

kepegawaian, 

keuangan, 

perlengkapan, dan 

kerumahtanggaan; 

dan

    d. penyiapan 

bahan 

123. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

2.16.02.2.01.0017 Pelayanan 

Informasi Publik

Tersedianya 

Pelayanan 

Informasi Publik

Jumlah 

permohonan 

Informasi Publik 

yang diselesaikan 

sesuai peraturan 

perundangan

Permohonan 0 304000000 Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantum informasi 

terkait jumlah 

permohonan 

informasi publik 

yang sudah 

diselesaikan 

sesuai peraturan 

perundangan 

sebagai bentuk 

pelayanan 

informasi publik 

sebagai bentuk 

pelayanan Pemda 

(Bab 2)

124. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

2.16.02.2.01.0019 Monitoring 

Informasi 

Kebijakan, Opini, 

dan Aspirasi 

Publik

Terlaksananya 

Monitoring 

Informasi 

Kebijakan, Opini, 

dan Aspirasi 

Publik

Jumlah 

rekomendasi 

komunikasi 

terhadap isu publik 

yang berkembang 

dan usulan 

agenda 

komunikasi 

prioritas 

Pemerintah 

Daerah

Rekomendasi 0 84420000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



125. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

PUBLIK

2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan 

Media Komunikasi 

Publik

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah media 

komunikasi publik 

milik pemerintah 

daerah yang 

dikelola maupun 

pemanfaatan 

media berbayar 

sesuai 

kriteria/juknis

Media 0 4000000000 Media Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah yaitu  

saluran informasi 

yang digunakan 

dalam proses 

komunikasi publik 

baik secara 

langsung maupun 

tidak langsung dan 

dikelola oleh 

Pemerintah 

Daerah

126. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

0 0

127. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0025 Koordinasi 

pemanfaatan 

Portal Pelayanan 

Pemerintah 

Daerah yang 

terintegrasi

Terlaksananya 

Koordinasi 

pemanfaatan 

Portal Pelayanan 

Pemerintah 

Daerah yang 

terintegrasi

Jumlah Layanan 

Pemda yang 

memanfaatkan 

Portal pelayanan 

Pemerintah 

Daerah 

terintegrasi, yaitu 

Portal Pelayanan 

Publik, Portal 

Administrasi 

Pemerintahan, 

dan/atau Portal 

Data Nasional

Layanan 0 0 1. Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantum informasi 

terkait daftar portal 

layanan Pemda 

dalam RKPD (Bab 

2), sebagaimana  

diamanatkan SE 

Mendagri No. 

000.9.3.2/92/SJ 

tahun 2024 guna 

pelaksanaan 

Percepatan 

Transformasi 

Digital dan 

Keterpaduan 

Layanan Digital di 

Daerah.

129. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses 

Internet

Terlaksananya 

Penyediaan Akses 

Internet untuk 

Perangkat Daerah 

dalam rangka 

penyelenggaraan 

SPBE

Jumlah Perangkat 

Daerah dan UPTD 

yang 

memanfaatkan 

akses internet 

yang disediakan 

oleh Dinas

Perangkat Daerah 0 240000000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantum informasi 

Penyelenggaraan 

Sistem 

Penghubung 

Layanan 

Terlaksananya 

Penyelenggaran 

Sistem 

Penghubung 

Jumlah Aplikasi 

SPBE yang 

terhubung dengan 

Sistem 

Aplikasi 0 85000000

Catatan Hasil Pembahasan :

128. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0034

Catatan Hasil Pembahasan :



130. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

2.16 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOMUNIKASI 

DAN 

INFORMATIKA

Terakselerasinya 

transformasi 

pemerintah digital 

di daerah

2.16.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

APLIKASI 

INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Kabupaten atau 

Kota Cerdas

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota 

Cerdas

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

koordinasi dan 

fasilitasi 

penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota 

Cerdas

Dokumen 0 300000000 Dalam 

penyusunan RKPD 

pada Pemda dapat 

dicantum informasi 

terkait data 

blankspot daerah 

dalam RKPD (Bab 

2).

Untuk menunjang 

pelaksanaan 

Provinsi Cerdasa, 

maka diharapkan 

adanya 

pencantuman sub 

kegiatan pada 

RKPD melalui sub 

kegaitan: 

- 

2.16.03.1.02.0032 

Penyediaan Akses 

Internet

- 

2.16.03.2.02.0024 

Penyelenggaraan 

Jaringan Intra 

Pemerintah 

Daerah Kab/Kota

131. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

0 0

132. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

8.01 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK

Meningkatnya 

Kualitas Politik dan 

Demokrasi 

Indonesia serta 

Implementasi Nilai-

Nilai ideologi 

Pancasila

0 0

133. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

8.01 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK

Meningkatnya 

Kualitas Politik dan 

Demokrasi 

Indonesia serta 

Implementasi Nilai-

Nilai ideologi 

Pancasila

8.01.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PERAN PARTAI 

POLITIK DAN 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

MELALUI 

PENDIDIKAN 

POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK

0 0

134. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

8.01 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK

Meningkatnya 

Kualitas Politik dan 

Demokrasi 

Indonesia serta 

Implementasi Nilai-

Nilai ideologi 

Pancasila

8.01.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PERAN PARTAI 

POLITIK DAN 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN 

MELALUI 

PENDIDIKAN 

POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK

8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan 

Kebijakan di 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pemantauan 

Situasi Politik di 

Daerah

Terlaksananya 

Kebijakan di 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pemantauan 

Situasi Politik di 

Daerah

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Pelaksanaan 

Kebijakan di 

Bidang Pendidikan 

Politik, Etika 

Budaya Politik, 

Peningkatan 

Demokrasi, 

Fasilitasi 

Kelembagaan 

Pemerintahan, 

Perwakilan dan 

Partai Politik, 

Pemilihan 

Umum/Pemilihan 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Pemantauan 

Situasi Politik di 

Daerah

Orang 26 1930875000

Catatan Hasil Pembahasan :



135. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

8.01 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK

Meningkatnya 

Kualitas Politik dan 

Demokrasi 

Indonesia serta 

Implementasi Nilai-

Nilai ideologi 

Pancasila

8.01.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKAT

AN

0 0

136. Memperkuat 

reformasi politik, 

hukum dan 

birokrasi, serta 

memperkuat 

pencegahan dan 

pemberantasan 

korupsi, narkoba, 

judi, dan 

penyeludupan.

8.01 KESATUAN 

BANGSA DAN 

POLITIK

Meningkatnya 

Kualitas Politik dan 

Demokrasi 

Indonesia serta 

Implementasi Nilai-

Nilai ideologi 

Pancasila

8.01.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKAT

AN

8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan 

Kebijakan di 

Bidang 

Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan 

Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah

Terlaksananya 

Kebijakan di 

Bidang 

Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan 

Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah

Jumlah Orang 

yang Mengikuti 

Pelaksanaan 

Kebijakan di 

Bidang 

Pendaftaran 

Ormas, 

Pemberdayaan 

Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan 

Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah

Orang 20 2993670000

137. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

0 0

138. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.10 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

Terwujudnya 

pemerataan 

penguasaan tanah 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui penataan 

aset dan akses di 

daerah

0 0

139. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.10 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

Terwujudnya 

pemerataan 

penguasaan tanah 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui penataan 

aset dan akses di 

daerah

2.10.06 PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN 

GANTI KERUGIAN 

PROGRAM 

TANAH 

KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH 

ABSENTEE

0 0

140. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.10 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

Terwujudnya 

pemerataan 

penguasaan tanah 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui penataan 

aset dan akses di 

daerah

2.10.06 PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN 

GANTI KERUGIAN 

PROGRAM 

TANAH 

KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH 

ABSENTEE

2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penataan Akses 

dalam 

Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah 

dalam 1 (satu) 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penataan Akses 

dalam 

Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah 

dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Penataan Akses 

dalam 

Pemanfaatan 

Redistribusi Tanah 

dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0

141. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.10 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERTANAHAN

Terwujudnya 

pemerataan 

penguasaan tanah 

dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui penataan 

aset dan akses di 

daerah

2.10.06 PROGRAM 

REDISTRIBUSI 

TANAH, DAN 

GANTI KERUGIAN 

PROGRAM 

TANAH 

KELEBIHAN 

MAKSIMUM DAN 

TANAH 

ABSENTEE

2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam 

rangka Penataan 

Aset Reforma 

Agraria

Terlaksananya 

Koordinasi dalam 

rangka Penataan 

Aset Reforma 

Agraria

Jumlah Berita 

Acara dalam 

rangka Koordinasi 

Penataan Aset 

Reforma Agraria.

Berita Acara 0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



142. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

0 0

143. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.06 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI

0 0

144. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

koperasi.

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.06 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI

2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan 

Pendampingan 

Bagi Keluarga dan 

Kelompok 

Masyarakat yang 

Akan Membentuk 

Koperasi Dalam 

Pengembangan 

Ekonomi

Meningkatnya 

Penumbuhan 

Kesadaran Bagi 

Keluarga dan 

Kelompok 

Masyarakat Dalam 

Peningkatan Taraf 

Hidup Melalui 

Kehidupan 

Berkoperasi 

Dalam 

Pengembangan 

Ekonomi

Pembinaan 

dan/atau 

Pendampingan 

yang dilaksanakan

Kelompok 

Masyarakat

5 0

145. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.06 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

KOPERASI

2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan  

Koperasi dengan 

Keanggotaan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Peningkatan iklim 

usaha Koperasi 

melalui aspek 

kelembagaan, 

produksi, 

pemasaran, 

keuangan, dan 

inovasi teknologi 

bagi Koperasi 

dengan 

Keanggotaan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Koperasi dengan 

Keanggotaan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Unit Usaha 93 278171395

146. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.07 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA 

MENENGAH, 

USAHA KECIL, 

DAN USAHA 

MIKRO (UMKM)

0 0

147. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.07 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA 

MENENGAH, 

USAHA KECIL, 

DAN USAHA 

MIKRO (UMKM)

2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Potensi dan 

Pengembangan 

Usaha Mikro

Terfasilitasinya 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Potensi dan 

Pengembangan 

Usaha Mikro

Jumlah Unit Usaha 

yang Telah 

Menerima 

Pembinaan dan 

Pendampingan 

Terhadap Usaha 

Mikro

Unit Usaha 0 0

148. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

2.17 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KOPERASI, 

USAHA KECIL, 

DAN MENENGAH

Peningkatan 

Produktivitas 

Koperasi dan 

UMKM

2.17.07 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

USAHA 

MENENGAH, 

USAHA KECIL, 

DAN USAHA 

MIKRO (UMKM)

2.17.07.2.01.0015 Peningkatan 

Pemahaman dan 

Pengetahuan 

UMKM serta 

Kapasitas dan 

Kompetensi SDM 

UMKM dan 

Kewirausahaan 

melalui Pendidikan 

dan Pelatihan

Meningkatnya 

Pemahaman dan 

Pengetahuan 

UMKM serta 

Kapasitas dan 

Kompetensi SDM 

UMKM dan 

Kewirausahaan

Jumlah SDM yang 

Memahami 

Pengetahuan 

Usaha Mikro dan 

Kewirausahaan

Orang 25 36920200

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



149. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

0 0

150. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

0 0

151. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya 

Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Ditetapkannya 

Daya Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi 

Daya Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Lokasi 0 0

152. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan 

Perancangan 

Daya Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Terlaksanakannya 

Perancangan dan 

Perencanaan 

Pengembangan 

Daya Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Perancangan dan 

Perencanaan 

Pengembangan 

Daya Tarik Wisata 

Unggulan 

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0

153. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.02.0008 Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Pengelola 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengelola 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

yang 

Dikembangkan

Jumlah Orang 

Pengelola 

Pariwisata 

Strategis 

Kabupaten/Kota 

yang 

Dikembangkan

Orang 0 0

154. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.03.0001 Penetapan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Ditetapkannya 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

yang Ditetapkan

Lokasi 0 0

155. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.03.0002 Perencanaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 

Perencanaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Dokumen 0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



156. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

DAYA TARIK 

DESTINASI 

PARIWISATA

3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeli

haraan/Rehabilitas

i Sarana dan 

Prasarana dalam 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Tersedia dan 

Terpeliharanya 

Sarana dan 

Prasarana dalam 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan 

Destinasi 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota 

yang Tersedia dan 

Terpelihara

Unit 1 200000000

157. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

0 0

158. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.01.0001 Pengembangan 

dan Revitalisasi 

Prasarana Kota 

Kreatif

Tersedianya 

Sarana dan 

Prasarana Kota 

Kreatif

Jumlah Sarana 

dan Prasarana 

Kota Kreatif yang 

tersedia

Unit 0 0

159. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.02.0002 Pengembangan 

Pendidikan

Berkembangnya 

Pendidikan 

Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen 

Pendidikan 

Ekonomi Kreatif 

yang 

Dikembangkan

Dokumen 0 0

160. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.02.0009 Penyusunan 

Rencana Aksi 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif

Tersedianya 

Rencana Aksi 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif

Jumlah Dokumen 

Rencana Aksi 

Pengembangan 

Ekonomi Kreatif

Dokumen 0 0

161. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.02.0012 Penguatan 

Kelembagaan 

Ekonomi Kreatif 

Daerah

Terlaksananya 

penguatan 

kelembagaan 

ekonomi kreatif 

daerah

Jumlah lembaga / 

asosiasi yang 

mendapatkan 

penguatan 

kelembagaan 

ekonomi kreatif 

daerah

Lembaga 0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



162. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.02.0016 Penyusunan 

Dokumen strategis 

bidang ekonomi 

kreatif daerah

Tersedianya 

dokumen strategis 

bidang ekonomi 

kreatif daerah

Jumlah dokumen 

strategis bidang 

ekonomi kreatif 

daerah

Dokumen 0 0

163. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

koperasi.

3.26 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PARIWISATA

Meningkatnya 

Kontribusi 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

dalam Mendukung 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

3.26.04 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

KREATIF 

MELALUI 

PEMANFAATAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL

3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi  

Pendaftaran 

Kekayaan 

Intelektual

Terlaksananya 

Pencatatan atas 

Hak Cipta dan Hak 

Terkait, 

Pendaftaran Hak 

Kekayaan Industri 

kepada Pelaku 

Ekonomi Kreatif, 

serta Pemanfaatan 

Kekayaan  

Intelektual kepada 

Pelaku Ekonomi 

Kreatif

Jumlah produk 

Hasil Pencatatan 

atas Hak Cipta 

dan Hak Terkait, 

Pendaftaran Hak 

Kekayaan Industri 

kepada Pelaku 

Ekonomi Kreatif, 

serta Pemanfaatan 

Kekayaan 

Intelektual kepada 

Pelaku Ekonomi 

Kreatif

Produk 1 19430000

164. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

0 0

165. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

0 0

166. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN

0 0

subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, target, 

dan anggaran Catatan Hasil Pembahasan :

157948000 a.	Melaksanakan 

Kegiatan 

Pelindungan OPK 

dengan beberapa 

2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, 

Pengembangan, 

Pemanfaatan 

Objek Pemajuan 

Terlaksananya 

Pelindungan, 

Pengembangan, 

Pemanfaatan 

Jumlah Objek 

Pemajuan 

Kebudayaan yang 

Dilakukan 

Objek 7167. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



168. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

koperasi.

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN

2.22.02.2.01.0002 Pembinaan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Lembaga, dan 

Pranata 

Kebudayaan

Terlaksananya 

Pembinaan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Lembaga, dan 

Pranata 

Kebudayaan

Jumlah Peserta 

Pembinaan 

Sumber Daya 

Manusia, 

Lembaga, dan 

Pranata 

Kebudayaan

Orang 0 0 Berbagai upaya 

yang dapat 

dilakukan melalui: 

a. Memperbanyak 

kegiatan 

pendidikan dan 

pelatihan di bidang 

kebudayaan b. 

Melakukan 

standarisasi dan 

sertifikasi SDM 

Kebudayaan 

melalui Koordinasi 

dengan Direktorat 

Bina SDM, 

Lembaga, Pranata 

Kebudayaan, 

Direktorat Jenderal 

Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan 

Pembinaan 

Kebudayaan dan 

Lembaga 

Sertifikasi Profesi 

(LSP-P2) (Cagar 

Budaya dan 

Museum, 

Kesenian, Sejarah, 

WBTB, 

Kepercayaan, dan 

Tradisi) c. 

peningkatan 

jumlah dan mutu 

pendidik di 

bidanga 

kebudayaan d. 

menyusun standar 

kompetensi untuk 

profesi di bidang 

kebudayaan

subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, target, 

dan anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029 PN 8 

â€•Memperkuat 

Penyelarasan 

Kehidupan yang 

Harmonis dengan 

Lingkungan Alam 

dan Budaya, serta 

Peningkatan 

Toleransi 

Antarumat 

Beragama untuk 

Mencapai 

Masyarakat yang 

Adil dan 

Makmurâ€•. Upaya 

Pembangunan 

bidang 

kebudayaan 

difokuskan pada 

penguatan 

ekosistem 

kebudayaan di 

daerah yang dapat 

mendukung 

ketercapaian IPK, 

setidaknya pada 

dimensi-dimensi 

yang terkait 

langsung dengan 

kerja-kerja 

kebudayaan, yaitu 

Dimensi Ekonomi 

Budaya, Dimensi 

Warisan Budaya, 

dan Dimensi 

Ekspresi Budaya.

169. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.05 PROGRAM 

PELESTARIAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :



170. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

koperasi.

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.05 PROGRAM 

PELESTARIAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA

2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar 

Budaya

Terlaksananya 

Penetapan Cagar 

Budaya

Jumlah Objek 

Cagar Budaya 

yang Ditetapkan

Objek 1 43342000 a.	Pembentukan 

Tim Ahli Cagar 

Budaya Tingkat 

Kabupaten/Kota

b.	Melakukan 

Pendaftaran Cagar 

Budaya Kedalam 

Register Nasional 

Cagar Budaya

subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, target, 

dan anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029 PN 8 

â€•Memperkuat 

Penyelarasan 

Kehidupan yang 

Harmonis dengan 

Lingkungan Alam 

dan Budaya, serta 

Peningkatan 

Toleransi 

Antarumat 

Beragama untuk 

Mencapai 

Masyarakat yang 

Adil dan 

Makmurâ€•. Upaya 

Pembangunan 

bidang 

kebudayaan 

difokuskan pada 

penguatan 

ekosistem 

kebudayaan di 

daerah yang dapat 

mendukung 

ketercapaian IPK, 

setidaknya pada 

dimensi-dimensi 

yang terkait 

langsung dengan 

kerja-kerja 

kebudayaan, yaitu 

Dimensi Ekonomi 

Budaya, Dimensi 

Warisan Budaya, 

dan Dimensi 

Ekspresi Budaya.

171. Melanjutkan 

pengembangan 

infrastruktur dan 

meningkatkan 

lapangan kerja 

yang berkualitas, 

mendorong 

kewirausahaan, 

mengembangkan 

industri kreatif 

serta 

mengembangkan 

agromaritim 

industri di sentra 

produksi melalui 

peran aktif 

koperasi.

2.22 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEBUDAYAAN

Peningkatan 

Indeks Pemajuan 

Kebudayaan (IPK)

2.22.05 PROGRAM 

PELESTARIAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

CAGAR BUDAYA

2.22.05.2.02.0002 Pengembangan 

Cagar Budaya

Terlaksanakannya 

Pengembangan 

Cagar Budaya

Jumlah Objek 

Cagar Budaya 

yang 

Dikembangkan

Objek 0 0 a.	Melaksanakan 

kegiatan 

peningkatan 

potensi nilai, 

informasi, dan 

promosi Cagar 

Budaya serta 

pemanfaatannya 

melalui kegiatan-

kegiatan 

Penelitian, 

Revitalisasi, dan 

Adaptasi secara 

berkelanjutan 

serta tidak 

bertentangan 

dengan tujuan 

Pelestarian

b.	Pengembanga

n Cagar Budaya 

dapat diarahkan 

untuk memacu 

pengembangan 

ekonomi yang 

hasilnya 

digunakan untuk 

Pemeliharaan 

Cagar Budaya dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

dengan cara 

Penelitian Cagar 

Budaya, Adaptasi 

Cagar Budaya dan 

Pendokumentasia

n Cagar Budaya.

subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, target, 

dan anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029 PN 8 

â€•Memperkuat 

Penyelarasan 

Kehidupan yang 

Harmonis dengan 

Lingkungan Alam 

dan Budaya, serta 

Peningkatan 

Toleransi 

Antarumat 

Beragama untuk 

Mencapai 

Masyarakat yang 

Adil dan 

Makmurâ€•. Upaya 

Pembangunan 

bidang 

kebudayaan 

difokuskan pada 

penguatan 

ekosistem 

kebudayaan di 

daerah yang dapat 

mendukung 

ketercapaian IPK, 

setidaknya pada 

dimensi-dimensi 

yang terkait 

langsung dengan 

kerja-kerja 

kebudayaan, yaitu 

Dimensi Ekonomi 

Budaya, Dimensi 

Warisan Budaya, 

dan Dimensi 

Ekspresi Budaya.

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



172. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

0 0

173. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

0 0

174. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

0 0

175. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan 

Advokasi 

Kebijakan Bidang 

Pendidikan

Terlaksananya 

kegiatan 

sosialisasi dan 

advokasi kebijakan 

di bidang 

Pendidikan

Jumlah kegiatan 

sosialisasi dan 

advokasi kebijakan 

di bidang 

Pendidikan yang 

dilaksanakan

Dokumen 0 0 Penjelasan 

subkegiatan 

mengacu pada 

Surat 

Mendikdasmen 

1422/MDM.A/PR.0

7.05/2025

Subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, Target, 

dan Anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029

176. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah 

Menengah 

Pertama

Biaya Personil 

Peserta Didik 

Sekolah 

Menengah 

Pertama Diterima 

oleh Peserta Didik

Jumlah Peserta 

didik Sekolah 

Menengah 

Pertama yang 

Menerima Biaya 

Personil Peserta 

Didik

Peserta Didik 700 740000000 Penjelasan 

subkegiatan 

mengacu pada 

Surat 

Mendikdasmen 

1422/MDM.A/PR.0

7.05/2025

Subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, Target, 

dan Anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029

177. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, 

Pelatihan, 

dan/atau 

Magang/PKL 

untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang 

Pendidikan

Terlaksananya 

Bimbingan Teknis, 

Pelatihan, 

dan/atau 

Magang/PKL 

untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang 

Pendidikan

Jumlah Peserta 

Bimbingan Teknis, 

Pelatihan, 

dan/atau 

Magang/PKL 

untuk Peningkatan 

Kapasitas Bidang 

Pendidikan yang 

dilaksanakan

Orang 100 500000000 Penjelasan 

subkegiatan 

mengacu pada 

Surat 

Mendikdasmen 

1422/MDM.A/PR.0

7.05/2025

Subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, Target, 

dan Anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029

178. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

1.01.02.2.03.0040 Pembangunan 

Unit Sekolah Baru 

(USB)

Sekolah Baru yang 

Terbangun

Jumlah Sekolah 

Baru yang Telah 

Dibangun

Unit 0 0 Penjelasan 

subkegiatan 

mengacu pada 

Surat 

Mendikdasmen 

1422/MDM.A/PR.0

7.05/2025

Subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, Target, 

dan Anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



179. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

1.01 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENDIDIKAN

Terpenuhinya 

Kebutuhan Dasar 

Standar 

Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang 

Pendidikan

1.01.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PENDIDIKAN

1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik 

Nonformal/Kesetar

aan

Biaya Personil 

Peserta Didik 

Nonformal/Kesetar

aan diterima oleh 

peserta didik

Jumlah Peserta 

Didik 

Nonformal/Kesetar

aan yang 

Menerima Biaya 

Personil Peserta 

Didik

Peserta Didik 0 0 Penjelasan 

subkegiatan 

mengacu pada 

Surat 

Mendikdasmen 

1422/MDM.A/PR.0

7.05/2025

Subkegiatan 

Pemerintah 

Daerah, Target, 

dan Anggaran 

diarahkan untuk 

mendukung 

sasaran dan target 

PN dalam RPJMN 

2025-2029

180. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

0 0

181. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

0 0

182. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas.

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1.02.02.2.01.0022 Pengembangan 

Rumah Sakit

Tersedianya 

Rumah sakit yang 

ditingkatkan  

sarana, prasarana, 

alat kesehatan  

dan SDM agar 

sesuai standar 

jenis pelayanan 

rumah sakit 

berdasarkan kelas 

rumah sakit yang 

memenuhi rasio 

tempat tidur 

terhadap jumlah 

penduduk minimal 

1:1000 dan/atau 

dalam rangka 

peningkatan 

kapasitas 

pelayanan rumah 

sakit

Jumlah Rumah 

sakit yang 

ditingkatkan  

sarana, prasarana, 

alat kesehatan  

dan SDM agar 

sesuai standar 

jenis pelayanan 

rumah sakit 

berdasarkan kelas 

rumah sakit yang 

memenuhi rasio 

tempat tidur 

terhadap jumlah 

penduduk minimal 

1:1000 dan/atau 

dalam rangka 

peningkatan 

kapasitas 

pelayanan rumah 

sakit

Unit 0 6450000000

183. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai,, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman di 

Fasilitas 

Kesehatan

Tersedianya Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman  di 

Fasilitas 

Kesehatan

Jumlah Obat, 

Bahan Habis 

Pakai, Bahan 

Medis Habis 

Pakai, Vaksin, 

Makanan dan 

Minuman di 

Fasilitas 

Kesehatan  yang 

disediakan

Paket 10 4249619000

184. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1.02.02.2.02.0025 Pelayanan 

Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

Terlaksananya 

Pelayanan 

Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen 

Hasil Pelayanan 

Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

Dokumen 1 2003322000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



185. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Jumlah Dokumen 

Hasil Pengelolaan 

Jaminan 

Kesehatan 

Masyarakat

Dokumen 12 32264000000

186. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.02 PROGRAM 

PEMENUHAN 

UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN 

DAN UPAYA 

KESEHATAN 

MASYARAKAT

1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan 

upaya kesehatan 

Ibu dan Anak

Terlaksananya 

pengelolaan upaya 

Kesehatan Ibu dan 

Anak

Jumlah dokumen 

hasil pengelolaan 

upaya kesehatan 

ibu dan anak

Dokumen 1 419457500

187. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN

0 0

188. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

1.02 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KESEHATAN

Kesehatan Untuk 

Semua

1.02.03 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

KESEHATAN

1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan 

Kebutuhan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan Sesuai 

Standar

Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesehatan di 

Fasilitas Layanan 

Kesehatan Sesuai 

Standar

Jumlah Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan yang 

Memenuhi Standar 

di Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

(Fasyankes)

Orang 12 1920944000

189. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

0 0

190. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

2.08.02 PROGRAM 

PENGARUSUTAM

AAN GENDER 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN

0 0

193. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUNGAN 

ANAK

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

Perlindungan Anak

2.08.07 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

0 0

1. Sub kegiatan ini 

mengacu pada : 

a. UU Nomor 23 

Tahun 2002 

Advokasi dan 

sosialisasi 

pencegahan KtA 

kepada pengambil 

Terlaksananya 

Advokasi dan 

sosialisasi 

pencegahan KtA 

Jumlah pengambil 

kebijakan dan 

pemangku 

kepentingan yang 

Kegiatan 0 0194. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

2.08.07 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK

2.08.07.2.01.0007

1. Sub kegiatan ini 

mengacu pada : 

a. Permen PPPA 

No. 3 Tahun 2023 Catatan Hasil Pembahasan :

jumlah SDM 

lembaga 

masyarakat, 

perempuan 

Orang 0 02.08.02 PROGRAM 

PENGARUSUTAM

AAN GENDER 

DAN 

2.08.02.2.02.0009 Peningkatan 

kapasitas SDM 

pemberdayaan 

perempuan  di 

Terlaksananya 

peningkatan 

kapasitas SDM 

pemberdayaan 

1. Sub kegiatan ini 

mengacu pada : 

a. Permen PPPA 

No. 3 Tahun 2023 Catatan Hasil Pembahasan :

192. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

Lembaga 0 50000002.08.02 PROGRAM 

PENGARUSUTAM

AAN GENDER 

DAN 

2.08.02.2.01.0011 Pendampingan 

Penyelenggaraan 

PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota

terlaksananya 

pendampingan 

penyelenggaraan 

PUG kewenangan 

jumlah 

OPDkab/kota yang 

mendapatkan 

pendampingan

Catatan Hasil Pembahasan :

191. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



196. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

0 0

197. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.02 PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK

0 0

198. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.02 PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK

2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar 

Lembaga 

Pemerintah dan 

Lembaga Non-

Pemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Terlaksananya 

Koordinasi antar 

Lembaga 

Pemerintah dan 

Lembaga Non-

Pemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

antar Lembaga 

Pemerintah dan 

Lembaga Non-

Pemerintah di 

Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Laporan 0 0

199. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.02 PROGRAM 

PENDAFTARAN 

PENDUDUK

2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi 

Pendaftaran 

Penduduk

Terfasilitasinya 

Pendaftaran 

Penduduk

Jumlah Laporan 

Hasil Fasilitasi 

pendaftaran 

penduduk 

Laporan 8 83999800

200. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.03 PROGRAM 

PENCATATAN 

SIPIL

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

0 1. Sub kegiatan ini 

mengacu pada : 

a. UU Nomor 23 

Tahun 2002 

2.08.07.2.02.0013 Layanan 

pendampingan 

korban bagi Anak 

Korban Kekerasan 

Tersedianya 

Layanan 

pendampingan 

korban bagi Anak 

Jumlah Anak 

Korban Kekerasan 

yang 

mendapatkan 

Orang 0

Catatan Hasil Pembahasan :

195. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

2.08 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender, Peran 

Perempuan, dan 

2.08.07 PROGRAM 

PERLINDUNGAN 

KHUSUS ANAK



201. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas.

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.03 PROGRAM 

PENCATATAN 

SIPIL

2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan 

Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggaraka

n Urusan 

Pemerintahan di 

Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dalam Memelihara 

Hubungan Timbal 

Balik Melalui 

Pembinaan 

Masing-Masing 

kepada Instansi 

Vertikal dan UPT 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi dengan 

Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggaraka

n Urusan 

Pemerintahan di 

Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dalam Memelihara 

Hubungan Timbal 

Balik Melalui 

Pembinaan 

Masing-Masing 

kepada Instansi 

Vertikal dan UPT 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan 

Hasil Koordinasi 

dengan Kantor 

Kementerian yang 

Menyelenggaraka

n Urusan 

Pemerintahan di 

Bidang Agama 

Kabupaten/Kota 

dalam Memelihara 

Hubungan Timbal 

Balik Melalui 

Pembinaan 

Masing-Masing 

kepada Instansi 

Vertikal dan UPT 

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten/Kota

Laporan 0 0

202. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.12 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

DAN 

PENCATATAN 

SIPIL

Meningkatnya 

kualitas layanan 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil, serta 

pemanfaatan data 

kependudukan 

berbasis digital

2.12.03 PROGRAM 

PENCATATAN 

SIPIL

2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait 

Pencatatan Sipil

Terfasilitasinya 

Pencatatan Sipil

Jumlah Laporan 

Hasil Fasilitasi 

Pencatatan Sipil 

Laporan 0 0

203. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

0 0

204. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.03 PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

0 0

205. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.03 PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

2.14.03.2.03.0008 Pembinaan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas 

Kesehatan 

Termasuk 

Jaringan dan 

Jejaringnya

Terlaksananya 

Pembinaan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas 

Kesehatan 

Termasuk 

Jaringan dan 

Jejaringnya

Jumlah Laporan 

Hasil Pembinaan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas 

Kesehatan 

Termasuk 

Jaringan dan 

Jejaringnya

Laporan 39 5000000

206. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.03 PROGRAM 

PEMBINAAN 

KELUARGA 

BERENCANA (KB)

2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi 

Pengelolaan 

Dapur Sehat Atasi 

Stunting 

(DASHAT) di 

Kampung 

Keluarga 

Berkualitas

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Dapur Sehat Atasi 

Stunting 

(DASHAT) di 

Kampung 

Keluarga 

Berkualitas

Jumlah DASHAT 

di Kampung KB

Unit 0 82800000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



207. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

0 0

208. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan 

Ketahanan 

Keluarga Melalui 

Pusat Pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera (PPKS)

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Ketahanan 

Keluarga Melalui 

Pusat Pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera (PPKS)

Jumlah laporan 

hasil pengelolaan 

Ketahanan 

Keluarga Melalui 

Pusat Pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera (PPKS)

Laporan / 

Dokumen

0 3725239

209. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas.

2.14 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 

BERENCANA

Penduduk Tumbuh 

Seimbang (PTS) 

dan Keluarga 

Berkualitas (IPKK)

2.14.04 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN 

PENINGKATAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA (KS)

2.14.04.2.01.0028 Pembentukan 

Kelompok 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (Bina 

Keluarga Balita 

(BKB), Bina 

Keluarga Remaja 

(BKR), Pusat 

Informasi dan 

Konseling Remaja 

(PIK-R) Bina 

Keluarga Lansia 

(BKL), Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Akseptor 

(UPPKA) dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga)

Dibentuknya 

Kelompok 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (Bina 

Keluarga Balita 

(BKB), Bina 

Keluarga Remaja 

(BKR), Pusat 

Informasi dan 

Konseling Remaja 

(PIK-R) Bina 

Keluarga Lansia 

(BKL), Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Akseptor 

(UPPKA) dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga)

Jumlah  Kelompok 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (Bina 

Keluarga Balita 

(BKB), Bina 

Keluarga Remaja 

(BKR), Pusat 

Informasi dan 

Konseling Remaja 

(PIK-R) Bina 

Keluarga Lansia 

(BKL), Unit 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga Akseptor 

(UPPKA) dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga) yang 

dibentuk

Kelompok 0 5000000

210. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

0 0

211. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN

0 0

212. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas.

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN

2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

Pemuda Bagi 

Wirausaha pemula 

Tingkat 

Kabupaten/kota

Terlaksananya 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

Pemuda Bagi 

Wirausaha Muda 

Tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah Wirausaha 

Muda Tingkat 

kabupaten/kota 

Yang Difasilitasi 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

Pemuda

Orang 30 129170000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



213. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

disabilitas.

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.02 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEPEMUDAAN

2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

penyelenggaraan 

Pemberdayaan 

organisasi 

kepemudaan 

melalui kemitraan 

berbasis 

peneguhan 

kemandirian 

ekonomi pemuda 

tingkat 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Koordinasi, 

sinkronisasi, dan 

penyelenggaran 

pengembangan 

organisasi 

kepemudaan 

tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah organisasi 

kepemudaan yang 

difasilitasi dalam 

pengembangan 

organisasi 

kepemudaan 

tingkat 

kabupaten/kota

Orang 30 69579000

214. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.03 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN

0 0

215. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.03 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN

2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet 

Daerah

Terlaksananya 

Seleksi Atlet 

Daerah

Jumlah Atlet 

Daerah yang 

Diseleksi

Orang 0 0

216. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.03 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN

2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahragawan 

Berprestasi 

kabupaten/kota

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Olahragawan 

Berprestasi 

kabupaten/kota

Jumlah 

Olahragawan 

Berprestasi 

kabupaten/kota 

yang Dibina dan 

Diberikan 

Pengembangan

Orang 10 104497200

217. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

2.19 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA

Meningkatnya 

kualitas pemuda, 

budaya olahraga 

yang inklusif, dan 

prestasi olahraga

2.19.03 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KAPASITAS DAYA 

SAING 

KEOLAHRAGAAN

2.19.03.2.05.0010 Pemassalan 

olahraga dan 

penyelenggaraan 

festival Olahraga 

Rekreasi  yang 

berjenjang dan 

berkelanjutan 

pada tingkat 

daerah, nasional, 

dan internasional

Terlaksananya 

Penyelenggaraan, 

Pengembangan 

dan Pemasalan 

Festival dan 

Olahraga Rekreasi

Jumlah Lembaga 

yang terfasilitasi 

dalam 

Pengembangan 

dan Pemasalan 

Festival dan 

Olahraga Rekreasi

Lembaga 1 304627900

218. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

0 0

219. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



220. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.02 PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN

0 0

221. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.02 PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01.0013 Pembinaan 

Perpustakaan 

Umum dan Khusus 

Tingkat 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

pembinaan 

perpustakaan 

umum dan khusus 

sesuai 

kewenangan 

Kabupaten/Kota 

dalam 

mewujdukan 

standar nasional 

perpustakaan

Jumlah 

perpustakaan 

umum dan khusus 

yang dibina sesuai 

kewenangan 

Kabupaten/Kota 

dalam 

mewujdukan 

Standar Nasional 

Perpustakaan

Perpustakaan 89 8300000

222. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.02 PROGRAM 

PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN

2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan 

Koleksi 

Perpustakaan 

(Cetak/Digital) 

oleh Masyarakat

Terlaksananya 

Pemanfaatan 

Koleksi 

Perpustakaan 

(Cetak/Digital) 

oleh Masyarakat

Jumlah koleksi 

perpustakaan 

(cetak/digital) yang 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat

Eksemplar 0 0

223. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.03 PROGRAM 

PELESTARIAN 

KOLEKSI 

NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO

0 0

224. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.03 PROGRAM 

PELESTARIAN 

KOLEKSI 

NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO

2.23.03.2.01.0003 Peningkatan 

Peran Serta 

Masyarakat dalam 

Penyimpanan, 

Perawatan, 

Pelestarian, dan 

Pendaftaran 

Naskah Kuno

Meningkatnya 

Peran serta 

Masyarakat dalam 

Penyimpanan, 

Perawatan, 

Pelestarian, dan 

Pendaftaran 

Naskah Kuno

Jumlah 

masyarakat yang 

berperan dalam 

penyimpanan, 

perawatan, 

pelestarian dan 

pendaftaran 

naskah kuno

Orang 0 0

225. Memperkuat 

pembangunan 

sumber daya 

manusia (SDM), 

sains, teknologi, 

pendidikan, 

kesehatan, 

prestasi olahraga, 

kesetaraan 

gender, serta 

penguatan peran 

perempuan, 

pemuda (generasi 

milenial dan 

generasi Z), dan 

penyandang 

2.23 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

PERPUSTAKAAN

Meningkatnya 

Kegemaran 

Membaca dan 

Literasi 

Masyarakat

2.23.03 PROGRAM 

PELESTARIAN 

KOLEKSI 

NASIONAL DAN 

NASKAH KUNO

2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, 

Pengolahan dan 

Pengalihmediaan 

Naskah Kuno yang 

Dimiliki oleh 

Masyarakat untuk 

Dilestarikan dan 

Didayagunakan

Terlaksananya 

Pengembangan, 

Pengolahan dan 

Pengalihmediaan 

Naskah Kuno yang 

dimiliki Oleh 

Masyarakat untuk 

dilestarikan dan 

didayagunakan

Jumlah Naskah 

Kuno  yang dimiliki 

masyarakat yang 

dilakukan 

pengembangan, 

pengolahan, 

pengalihmediaan 

untuk dilestarikan 

dan 

didayagunakan

Eksemplar 0 0

226. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

0 0

227. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satlinmas, 

dan pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



228. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satlinmas, 

dan pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.03 PROGRAM 

PENANGGULANG

AN BENCANA

0 0

229. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satlinmas, 

dan pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.03 PROGRAM 

PENANGGULANG

AN BENCANA

1.05.03.2.02.0027 Penyusunan 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana 

Kabupaten/Kota

Penanggulangan 

Bencana (RPB) 

Kabupaten/Kota 

yang sah dan legal

Jumlah dokumen 

Rencana 

Penanggulangan 

Bencana (RPB) 

Kabupaten/Kota 

sampai dengan 

dinyatakan 

sah/legal paling 

lama dalam 1 

(satu) tahun

Dokumen 0 247257500

230. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satlinmas, 

dan pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.03 PROGRAM 

PENANGGULANG

AN BENCANA

1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana

Jumlah Laporan 

Hasil Binwas 

Penyelenggaraan 

Penanggulangan 

Bencana

Laporan 0 0

231. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

0 0

232. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



233. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

1.05.02.2.01.0015 Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan

Terlaksananya 

Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patroli, 

PengamTerlaksan

anya Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan 

Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalananan, 

dan Pengawalan

Jumlah  Laporan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

yang Dicegah 

Melalui Deteksi 

Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 

Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan

laporan 0 250000000

234. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.02 PROGRAM 

PENINGKATAN 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

1.05.02.2.02.0011 Penanganan  Atas 

Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan  

Kepala daerah

Terlaksananya 

Penanganan  Atas 

Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

kepala daerah 

Sesuai SOP

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penanganan  Atas 

Pelanggaran 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

kepala daerah 

Sesuai SOP

Laporan 0 60370000

235. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.04 PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANG

AN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON 

KEBAKARAN

0 0

236. Memperkokoh 

ideologi Pancasila, 

demokrasi, dan 

hak asasi manusia 

(HAM).

1.05 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KETENTERAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM SERTA 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT

Terwujudnya 

manajemen 

bencana yang 

terintegrasi, 

pelayanan Satpol 

PP, Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat, dan 

pelayanan 

pemadam 

kebakaran sesuai 

standar

1.05.04 PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANG

AN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

NON 

KEBAKARAN

1.05.04.2.01.0013 Penyusunan 

Kajian Rencana 

Induk Sistem 

Penanggulangan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

(RISPKP)

Tersedianya 

Dokumen Kajian 

Rencana Induk 

Sistem 

Penanggulangan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

(RISPKP) yang 

Sah dan Legal

Jumlah Dokumen 

Kajian Rencana 

Induk Sistem 

Penanggulangan 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

(RISPKP)

Dokumen 0 0

237. Memperkuat 

penyelarasan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

lingkungan, alam, 

dan budaya serta 

peningkatan 

toleransi 

antarumat 

0 0

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :



238. Memperkuat 

penyelarasan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

lingkungan, alam, 

dan budaya serta 

peningkatan 

toleransi 

antarumat 

2.24 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEARSIPAN

Meningkatnya 

Tertib Arsip dan 

Mengembangkan 

Memori Kolektif 

Bangsa 

0 0

239. Memperkuat 

penyelarasan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

lingkungan, alam, 

dan budaya serta 

peningkatan 

toleransi 

antarumat 

2.24 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEARSIPAN

Meningkatnya 

Tertib Arsip dan 

Mengembangkan 

Memori Kolektif 

Bangsa 

2.24.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP

0 0

240. Memperkuat 

penyelarasan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

lingkungan, alam, 

dan budaya serta 

peningkatan 

toleransi 

antarumat 

2.24 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEARSIPAN

Meningkatnya 

Tertib Arsip dan 

Mengembangkan 

Memori Kolektif 

Bangsa 

2.24.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP

2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip 

Dinamis 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pengawasan Arsip 

Dinamis 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

Arsip Dinamis 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Laporan 20 50000000

241. Memperkuat 

penyelarasan 

kehidupan yang 

harmonis dengan 

lingkungan, alam, 

dan budaya serta 

peningkatan 

toleransi 

antarumat 

beragama untuk 

mencapai 

masyarakat yang 

2.24 URUSAN 

PEMERINTAHAN 

BIDANG 

KEARSIPAN

Meningkatnya 

Tertib Arsip dan 

Mengembangkan 

Memori Kolektif 

Bangsa 

2.24.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

ARSIP

2.24.02.2.03.0001 Penyediaan 

Informasi, Akses 

dan Layanan 

Kearsipan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melalui JIKN

Tersedianya 

Informasi, Akses 

dan Layanan 

Kearsipan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melalui JIKN

Jumlah Layanan 

Penyediaan 

Informasi, Akses 

dan Layanan 

Kearsipan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Melalui JIKN

Pengguna 960 8605000

Catatan Hasil Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :


